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GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  

NOMOR  2  TAHUN  2023  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG 

KONVERSI PT. BANK NTB MENJADI PT. BANK NTB SYARIAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 
 

Menimbang :   a.  bahwa perbankan merupakan pendukung stabilitas dan 

perekonomian daerah, maka penguatan struktur, 

ketahanan, dan daya saing industri perbankan 

memerlukan penguatan permodalan bank;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5)                   

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, 

maka Bank Milik Pemerintah Daerah wajib                   

memenuhi modal inti minimum paling sedikit 

Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling 

lambat 31 Desember 2024); 

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  

dimaksud  dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan                 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas                     

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi    

PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah; 

 
Mengingat    :  1.   Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara              

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992         

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan 

Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6845); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang                   

Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara               

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang              

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang               

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2                

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022  

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 
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7. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang 

Perbankan Syariah (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia  Tahun  2008  Nomor  94,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4867) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6845); 

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 

9. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang            

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesisa Nomor 6841); 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6809); 

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang                    

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

http://jdih.jabarprov.go.id/index.php?menu=biblio&action=detail&identifier=jbpkjdih-ld-20150212081119&type=docs
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Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6481); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

Dan 

GUBERNUR NUSA  TENGGARA BARAT 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN  DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG KONVERSI PT. BANK NTB MENJADI          

PT. BANK NTB SYARIAH. 

   

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB 

Syariah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018         

Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat            

Nomor 136) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

 

(1) Modal Dasar PT. Bank NTB Syariah ditetapkan sebesar                                   

Rp3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliun Rupiah). 

(2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor 

penuh yang dibuktikan dengan penyetoran yang sah. 

 

 
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

 

(1) Pemegang Saham PT. Bank NTB Syariah terdiri atas: 

a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

b. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat; dan/atau 

c. pihak lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar/anggaran 

rumah tangga PT. Bank NTB Syariah. 

(2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 51%   

(lima puluh satu persen). 

(3) Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan huruf b merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(4) Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

wajib dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

3. Ditambahkan Pasal baru diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan                       

1 (satu) Pasal yakni Pasal 26 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

Pasal 26 A 

 

PT. Bank NTB Syariah segera melakukan perubahan status hukum menjadi 

Perseroda paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini 

diundangkan. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan               

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Ditetapkan di Mataram 
pada tanggal  3  Agustus 2023     

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 
ttd. 

 

H. ZULKIEFLIMANSYAH 
 

Diundangkan di Mataram 
pada tanggal  3  Agustus 2023   

        SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, 
  

 ttd. 
 
    H. LALU GITA ARIADI 
 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (2-118/2023) 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 Kepala Biro Hukum, 

 
 

 
 

LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H. 

 NIP. 19700527 199603 1 002 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR  2  TAHUN  2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018  

TENTANG KONVERSI PT. BANK NTB MENJADI PT. BANK NTB SYARIAH 

 
 

I. UMUM 

  
Perbankan dalam hal ini PT. Bank NTB Syariah merupakan salah 

satu lembaga keuangan yang turut menjaga stabilitas dan mendukung 

pertumbuhan perekonomian daerah sehingga harus terus didukung agar 

tetap stabil dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang 

ketersediaan keuangan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan pembangunan daerah. 

Di tengah persaingan Lembaga Keuangan di bidang Perbankan, 

maka PT. Bank NTB Syariah terus didorong dan didukung untuk tetap 

memiliki kemampuan untuk bersaing dengan melakukan penguatan 

permodalan yang harus didukung oleh Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 tentang 

Konsolidasi Bank Umum, maka Bank Milik Pemerintah Daerah wajib 

memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 

(tiga triliun rupiah) paling lambat 31 Desember 2024. 

Oleh karena itu, penguatan permodalan PT. Bank NTB Syariah 

menjadi suatu keniscayaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, sehingga tetap terjaga dari 

resiko adanya penurunan status PT. Bank NTB Syariah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 
Pasal I 

 Cukup jelas. 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 198 
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